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'+ PERATURAN DAFRAH PROPINSI
‘DLERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ¢ TAHUN 1987
- PENTANG -

©  PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
" "DINGEAT I NUSA = “GGAR/ TIMUR NOMOR O TAHUN 1982
77 TENTANG PEMeRIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN -

© | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MiHA ESA

- GUBERNUR KEPiLA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,
Menimbang : a. bahwa biaya pemeriksaan dan atau pengujian mutu
cooo w7 hasil perikanan, tidak sesuai lagi dengan per=
 kembangan keadaan dewasa ini 3 '

'~ De bahwa untuk meningkatkan muitu hasil perikansn ~
- perlu diimbangi denian peningkatan pemeriksaan
dan peningkatan pelayanan j '

Cc. bahwa berhubung dengan itu, maka disnggap perlu
menetagkan Pepaturan Daerah Propinsi Deerah Ting
“kat I Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Pep
tama Peraturan Daerah Propingi Daeprah Tingkat 1
Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1982 tentang
Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan.

Mengingat ' : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok—
R .~ <. pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara -
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor %8, Tembah-
§357§embaran Negara Republik Indonesia Nomor -

?

2+ Undang-undang Nomor &4 Tahun 1958 tentang FPem-
- .bentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa -
' Tenggara Barat swn:Nusa Tenggara Timr (Lembar—

- an Negara Republik Indonesié Tahun 1958 Nomor -
115,11 Tambahan I.:mbaran Negara Republik Indomesia

 Nomop 1649) ; | ) |
- 34 Undang-undang Nomor 12 Drt.Tahun 1957 tentang -
~ Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Nega-
8, Republik Indonesia Tahun 1957. Nomor 57, Tam~
aég? Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
; . 1.) S - N .

4, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang = Per—~
ikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta=
hun. 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Re-—
publik Indonesia Nomor %299 ) 3

5e¢ Peraturan Pemerintah Nomor &4 Tahun 1957 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat  di
Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet -
Rakyat Kepada Daerah-~daerah Swatantra Tingkat I
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Inp

. donesia Nomor 1490) ; 5 o
6. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut

~Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan dan
Hasil Perairan lain Serta Hasil Olahannya ;

7« Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan TLaut
- Nomor % Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan dan
Ixan Kering ; .

8. Peratu\ran L LR ]



- 2 -_—

;;:”#_;s; ?ératuran-Bersama Mente?i.Pertanian don Menteri
.. Kesehatan Nomox 215%5%85%%[1§g5 tentang Pembing
SR . /B, 5. oo
- an Mutu Hasil Perikanan ; ' _
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tamun -
1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

' Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dg
erah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara.Timur.

RAE T MEMUTUSKALN : |
“ Menetapkan ¢ PERATURAN DALERAH PROPINSI DAFRAHM TINGKAT I NUSA -
T TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
. DAFRAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TI-
' MUR NOMOR 9 TAHUN 1982 TENTANG PEMERIESAAN MUTU Ha -
SIL PERIKANAN. \ S

Pagal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I. Nusa -
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pemerik-
~ saan Mutu Hasil Perikanan yang disahkan dengan Su-
rat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 523.63-
1320 tanggal %0 September 1982 dan diundangkan da-
lam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
L - Tenggara Timur tanggal 12 Oktober 1982 Nomor 179 -
> Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut : : .

A, Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pagal 6

i (1) Terhadap hasil perikanan untuk konsumsi di-
] lakukan pemeriksaan secara organoleptik yang
. dilakukan sewaktu-waktu tanpa dipungut bia-
| ya 3 -

‘Terhadap hasil perikanan yang diantarpulau-
kan dilakukan pemeriksaan secara organclep-—
tik dan atau laboratoris ;

(3) Pemeriksaan secara organoleptik dan atau la
| boratoris terhadap hasil periknan sebagai -
mana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini
) dikenakan biaya scbesar Rpe5.000,- (lima ri -
: bu rupiah) dan dilakukan dalam bentuk seti=-
ap contoh produk dengan cara pengambilan - -
{ contoh yang diperhitungkan sebagai berikut: .

1. Sampai dengan 100 kg/hari sebanyak 1 (sa
tu) contoh ;

2. Lebih dari 100 kg sampai dengan 250 kg —
/hari sebanyak 2 (dua) contoh 3

5. Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg -
/hari sebanyak 3 (tiga) contoh j | )

: 4, Lebih dari 500 k% sampai dengan 750 kg -

; /hari sebanyak #(empat) contoh ; |

: 5. Lebih dari 750 kg sampai dengan 1000 kg/
hari sebanyak 5 ?1ima contoh j o

6. Lebih dari 1000 kg/hari sebanyak 6 (enam)
contoh. : - o
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Pengambllan contoh dilakukan oleh Petugas Pevm

ikanan. N FR _
» fa.mi [ A )f 4

-:C~w¥ﬁwiif " Pasal 6. B o
' Cara pengambilan contoh .dan besarnya jumlah -~
contoh maupun untuk diekspor harus dilakukan sg

cara acak dengan berpedoman kepada tabel seba.- _:“
galmana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.,

’ i . 2
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Pasal II

"_':Peraturan Daerah ini mulai berlaku- pada tanggal -
' diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daserah

}Tingkat I Nusa Tenggara Tlmur.~ o v
. S Kupang, 13 Okfbber 1987
RAKYAT DAERAE PROPINSI %% SR KEPATA TIER "
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' -hkﬁn 019h.Menter1 Dalam Negeri " Diundangksn dolam Lembarap W”E
dengan Surat Keputusan " erah Propinsi Daerah Tingikat .
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